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Demokrasi se-
jatinya adalah
pemerintahan

oleh rakyat
yang bertujuan
untuk memu-
liakan rakyat
itu sendiri.
Konsepsi ini
kemudian dia-
badikan dalam
jargon-jargon
konstitusion-
alisme, seperti
salus publica
suprema lex
dan kata-kata
lain yang jauh
berjalan dari
asalnya romawi
dan yunani.
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Normativisme Versus
Kenyataan Hukum

Rudy

Demokrasi Langsung, Demokrasi Sejati

Di Indonesia sendiri, demokrasi ala ba-
rat bisa dibilang masih belia, baru berumur
17 tahun sejak dilahirkan pada tahun 1998.
Kelahiran demokrasi tersebut ditandai den-
gan gerakan demokrasi dan konstitusional-
isme yang masif di Indonesia. Gelombang
demokratisasi ini kemudian telah mengubah
wajah ketatanegaraan Indonesia, disukai atau
tidak. Pada titik tersebut pula, periode kon-
solidasi demokrasi dimulai dan masih terjadi.
Dalam perjalanan demokrasi, tidak pelak lagi
pemilu dan pilkada merupakan salah satu pilar
untuk menguatkan konsolidasi demokrasi.

Pada awalnya, pilkada di Indonesia me-
makai mekanisme perwakilan dengan mem-
berikan kewenangan DPRD untuk memi-
lih kepala daerah. Selanjutnya, pemilihan
kepala daerah bergerak ke model pemilihan
langsung oleh masyarakat daerah. Model
demokrasi langsung ini dipercaya sebagai
puncak tertinggi perwujudan demokrasi,
sebuah demokrasi yang sejati.

Namun demikian, pilkada langsung
ternyata dalam kenyataannya juga diwar-
nai oleh anomali-anomali yang akhirnya
mencederai demokrasi itu sendiri. Salah satu



i tersebut adalah masifnya politik uang dalam pilkada yang
berhubungan dengan voter atau pemilih.

e Politik Uang terhadap Normativisme Demokrasi
Di Lampung sendiri, geliat Pilkada akhir-akhir ini semakin
is menandai dimulainya pertarungan para calon kepala
di beberapa kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Pilkada
pakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan
, kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam mencapai
desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat
secara langsung. Kepala daerah terpilih inilah yang nantinya
menjadi pemimpin dalam pembangunan di daerah termasuk di
nya penguatan demokrasi lokal, penyediaan pendidikan dasar
layanan kesehatan, perbaikan kesejahteraan rakyat, penerapan
sip tata pemerintahan yang baik dan lain sebagainya "~
Oleh karena itu sejatinya, pemilihan langsung kepala daerah
ah kontestasi antara evaluasi versus ide-ide baru. Dari sisi evaluasi,
yarakat akan menjadikan kinerja petahana sebagai bahan evaluasi
akah yang bersangkutan perlu dipertahankan atau tidak. Sedangkan
sisi lain, terdapat peluang bagi calon-calon baru untuk memberikan
si-opsi pilihan yang berisi ide segar dan perubahan.

Namun demikian, kontestasi ini kemudian dirusak oleh hadirnya
Jitik uang dalam berbagai bentuk. Politik uang tersebut banyak
rupa uang, sembako, perlengkapan ibadah dan lain-lain. Pemberian
i kemudian menyabotase kontestasi para calon kepala daerah
hingga evaluasi dan ide-ide tidak menjadi suatu kenyataan yang
harusnya. Normativisme demokrasi langsung yang ideal akhirnya
arus terkalahkan dengan kenyataan berupa amplop dan pemberian-
emberian lain kepada masyarakat.

ormativisme Politik Uang dan Kenyataan Penegakan Hukum
Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari

positivisme hukum yang sangat mengakar di Indonesia. Dalam

bentuk mekanisme hukum model ini, pengaturan perilaku dan
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tindakan manusia diatur dalam suatu pengaturan norma hukum yang
berbentuk peraturan tertulis. Menurut positivisme hukum, Regulasi
akan menciptakan sistem kepatuhan dan berperilaku seluruh
pemangku kepentingan, baik pemerintahan maupun warga.

Penyelenggaraan pilkada pun diatur dalam norma-norma
hipotetis, termasuk di dalamnya mengenai larangan politik uang.
Permasalahannya kemudian adalah norma-norma tersebut tercipta
dalam ruang hampa tanpa melakukan simulasi dan impact assessment
mengenai keberlakuannya. Hal ini mengakibatkan norma-norma
tersebut menjadi multitafsir dan bisa diperdebatkan keberlakuan
normanya dalam peristiwa-peristiwa hukum yang sesungguhnya.
Pada akhirnya politik uang hanyalah sebuah make-up pilkada yang
sulit dibuktikan dan dijerat.

Wajarlah kemudian ketika penulis-penulis dalam kumpulan
tulisan ini memberikan nama yang beragam untuk.politik uang. Ada
yang menyebutnya hanyalah gosip, ada yang menamakannya kentut,
dan ada pula yang‘ menjulukinya hantu. Kalau ditarik benang merah
dari penamaan itu, semuanya adalah tidak berwujud. Tidak berwujud
karena memang kenyataan hukum menyaksikan bahwa politik
uang sangat sulit untuk dijerat, bahkan oleh penegak hukum yang
berpengalaman sekalipun.

Oleh karena itu sangatlah wajar dan natural jika pada akhirnya
Panwaslu yang dapat dikatakan amatir dalam proses penyidikan
menjadi tidak berdaya terhadap akrobat pelaku politik uang. Lihatlah
dan hitunglah berapa banyak pelaku politik uang yang bisa dijerat,
kalau tidak saya bertaruh hasilnya zero.

Rekonstruksi Pengaturan dan Kelembagaan

Perangkap teknis prosedural ini menjadi pekerjaan rumah bag
lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan aturan-
aturan hukum yang lebih mendekati kenyataan. Mengapa saya katakan
lebih nyata, karena jangan sampai norma-norma pengaturan politix
uang tidak bisa menjerat pelaku politik uang, sebagaimana yan:
terjadi saat ini. Perlulah kiranya perumusan norma-norma hipotet:



ey

ut diuji dalam mekanisme simulasi dan impact assessment agar
unyai keberlakuan yang nyata.

Selain itu penguatan pengawasan pilkada mensyaratkan sumber
manusia yang baik. Sumber daya yang baik ini tidak cukup
va di tingkatan anggota Bawaslu dan Panwaslu namun juga sampai
tingkatan terbawah. Catatan saya yang mengenai pengawasan
. adalah kurang pahamnya Panwaslu bagaimana teknik-teknik
estigasi dan penyidikan yang harus dilakukan untuk menjerat
laku politik uang. Perlu juga dipikirkan untuk merekonstruksi
waslu dengan menjadikannya tetap dan dikuatkan dengan tenaga-
aga penyidik yang handal. '

Tanpa adanya rekonstruksi pengaturan baik dari segi proses
aupun kelembagaan, politik uang itu akan tetap menjadi gosip,
rbau sedikit akan menjadi kentut.

Rudy, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Visiting Professor pada Law and De-
velopment Program Kobe University, Japan. Staf Ahli Panitia
Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Sarjana Hukum
dari Universitas Indonesia, Master of Laws dari Kobe Univer-
sity Japan dan Doctor of Laws dari Kobe University Japan.

TGNV RLLNI04
NYMYTIN
HNGADE ONOLOD

nN
s



